
 

 
 

 

 

 
 

 
 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR 51 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN  BREBESTAHUN  2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BREBES, 

 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan 

Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2021; 



 

 
 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, 

Tata Cara Penyusunan, 

PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

5. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor     86      Tahun      2017 

tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor     70      Tahun      2019 

tentangSistemInformasiPemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 



 

 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentangKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 9); 

9. Peraturan Daerah KabupatenBrebesNomor 3 Tahun 2009 

tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah 

KabupatenBrebesTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

KabupatenBrebesTahun 2009 Nomor 38 A); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentangRencana 

Pembangunan JangkaMenengah Daerah 

KabupatenBrebesTahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah 

KabupatenBrebesTahun 2018 Nomor 8, TambahanLembaran 

Daerah KabupatenBrebesNomor 8); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA 

PEMERINTAH DAERAH  KABUPATEN BREBES TAHUN 

2021. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 



 

 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 

2. Pemerintah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Brebes. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten Brebes. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang  selanjutnya  disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah perrencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 

disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 

2021merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. 

 
Pasal 3 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021 memuat 

Pedoman Pemetaan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021. 

 
BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

Sistematika RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 

dalamLampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan  Bupati 

ini yang terdiri dari 1 (satu) Buku meliputi: 

BAB I : PENDAHULUAN 



 

 
 

BAB II : GAMBARAN UMUMKONDISI DAERAH 

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITASPEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB VII : PENUTUP 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 
 
 
 

Ditetapkan di Brebes 

pada  tanggal 

BUPATI BREBES, 

 
 
 

 
IDZA PRIYANTI 
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